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Abstract

Soatial spillover of workersin Central Java Province requires an appropriate policy in
overcoming the problem of labor migration in Central Java Province. The large number
of population in Central Java Province, different minimum wages in regencies/ citiesin
Central Java Province, income disparities, unequal welfare, uneven infrastructure is the
reason why labor migrates both internal migration to districts / cities in Central Java
Province, as well as external migration to outer islands, even abroad. In addition, the
economic growth of Central Java Province which islow compared to West Java Province
and East Java Province also makes the reason for migrating. Another reason for workers
migrating is that the poverty rate in Central Java Province is lower than Indonesia’s
poverty level, the number of workers who have graduated on average with low education
will get low monthly income so that there is less welfare, and increasing poverty. The
purpose of this study is to examine the Central Java Province Workforce Spillover palicy.
The results of this study found that the labor spillover policy of Central Java Province
included: 1). Internal migration policies need to be carried out to increase regional
minimum wages, increase infrastructure, and reduce interest rates; the international
migration policy is a need to study rupiah depreciation;
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1. Pendahuluan

Migrasi tenaga kerja terjadi akibat adanya dampak dari pemberlakuan kerjasama bidang
tenaga kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN. Migrasi tenaga kerja terjadi dalam skala besar yaitu
migrasi tenaga kerja yang terjadi antara negara dalam suatu kawasan ASEAN, maupun skala kecil
yaitu migrasi yang terjadi antar kabupaten/kota dalam suatu propinsi.

Migras tenaga kerja tidak terlepas dari adanya pertumbuhan ekonomi suatu propins.
Pertumbuhan ekonomi Propins Jawa Tengah menjadi salah satu masalah terjadinya migrasi tenaga
kerja keluar di Propins Jawa Tengah. Tabel 1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2015
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sampai 2018 rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah 5,40 persen berada pada posisi
dibawah ratarata pertumbuhan ekonomi Propins Jawa Barat 543 persen , dan rata-rata
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 3,47 persen.

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi
Propins Jawa Timur, Propins Jawa Tengah, dan Propinsi Jawa Bar at

(persentase)

Tahun Propins Jawa Timur Propins JawaTengah  Propins Jawa Barat
2015 5,44 5,45 5,04
2016 5,55 5,72 5,67
2017 5,37 5,19 5,35
2018 5,50 5,25 5,64
Rata-rata 5,47 5,40 543

Sumber : BPS 2015 s/d 2017

Salah satu pendorong adanya migrasi tenaga kerja keluar dari Propinsi Jawa Tengah adalah
adanya kemiskinan yang terjadi di Propins Jawa Tengah. Persentase jumlah penduduk miskin
Propinsi Jawa Tengah diatas Indonesia yaitu Persentase jumlah penduduk miskin Propins Jawa
Tengah tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 adalah 13,32 persen, 13,27 persen, 12,23 persen, dan
11,32 persen. Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2015, 2016, 2017,
dan 2018 adalah 11,13 persen, 10,71 persen, 10,12 persen, dan 9, 82 persen.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin
Propinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2015 s/d 2018
(Jutaan Penduduk)

Propinsi Jawa Tengah Indonesia
Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase Jumlah Penduduk Miskin Persentase
2015 4,50 13,32 28,51 1113
2016 450 13,27 27,76 10,71
2017 4,19 12,23 26,58 10,12
2018 3,90 11,32 25,95 9,82

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, dan BPS, diolah

Penyebab kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah salah satunya adalah rendahnya tingkat
pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM). Tabel 3 menunjukan bahwa rata-rata penduduk yang
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bekerja beedasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan kebanyakan tamatan pendidikan : SD
27,39 persen, SLTP 18,77 persen, dan SMU 18,22 persen. Pendidikan yang rendah dari pekerja
menyebabkan terjadinya kemiskinan, mengingat penghasilan yang diperoleh dari pekerja dengan

tingkat pendidikan rendah akan memperol eh penghasilan yang rendah.

Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tabel 3

Propins Jawa Tengah, 2015 s/d 2018

Pendidikan Tertinggi

yang Ditamatkan 2015 2016 2017 2018 Rata-rata

g permeh 4387.904  4.018.359 3807.374 3361432 5493767
382 3,50 3,32 293 339

Tidak/belum tamat SD UoEllly 1a1momy 15947047 15836227 ..o
13,02 12,31 13,89 1879 135

SD 31487578 31814185 ~ o1223380 31260834 3 6404
27,42 27,71 27,19 2123 5739

SLTP 20698644 21358030 21716713 22424728 5 ghq509
18,03 18,60 18,91 1953 1877

SLTA Umum/SMU 0813373 sodiaals  2LSLIOL 22336556 oo oo
17,26 17,78 18,40 1945 1890

SLTA Kejuruan/sMK 0857240 1o170067 12587547 13681530 oo
0,44 10,60 10,9 1192 10,73

Akademi/Diploma 086444 3416115 3286551 3450541 o000
2,69 2,98 2,86 301 g8

Universitas oisegos 1l0g7a1g 11322320 11653102 oo oo
8,32 9,66 9,86 10,15 9,50

Total 114.819.199 | 118411.973 | 121022423 | 124004950 19 564 635

Sumber : https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/05/1909/penduduk-ber umur -15-tahun-ke-

atas-menur ut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-j enis-kegiatan-

selama-seminggu-yang-lalu-2008-2018.html
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Keterangan :
angka ditulis miring adalah persentase jumlah penduduk yang ditamatkan pada pendidikan tertentu
dibagi jumlah jumlah penduduk yang tamat pendidikan tertentu

Hasil Penelitian Amartya Sen (1999) mengemukan bahwa alat ukur untuk mengetahui
keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi
tiga bidang pembangunan yaitu : pendidikan, kesehatan, dan pendapatan (standar hidup).

Tabel 3
Indek Pembangunan Manusia Propins Jawa Tengah,dan Indonesia
2015 g/d 2018

Harapan Hidup  Rata-rata L ama Sekolah Pendapatan
Propins Propins Propins
Tahun JawaTengah Indonesia JawaTengah Indonesia Jawa Tengah Indonesia
2015 73,96 68,29 7,03 7,64 9.930 10.150
2016 74,02 68,73 7,15 7,75 10.153 10.420
2017 74,08 68,78 7,27 7,95 10.377 10.664
2018 74,18 69,61 7,35 8,02 10.777 11.059
Rata-rata 74,06 68,85 7,20 7,84 10.309 10.573

Sumber : BPS 2015 s/d 2018, diolah

Keterangan :

Harapan hidup satuannya tahun

Rata-rata |lama sekolah satuannya tahun
Pendapatan satuannya ribuan rupiah/orang/tahun

Tabel 3 menunjukkan bahwa IPM rata-rata Propinsi Jawa Tengah bidang Harapan Hidup
(HH) dari tahun 2015 s/d 2018 rata-ratanya lebih tinggi dari IPM Indonesia bidang harapan hidup
yaitu 74,06 tahun; sedangkan IPM Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Propinsi Jawa Tengah memiliki
rata-rata (dari tahun 2015 s/d 2018) lebih rendah dari IPM Indonesia bidang rata-rata sekolah
(RLS) Indonesia yaitu 7,20 tahun, dan IPM rata-rata pendapatan Propinsi Jawa Tengah dari tahun
2015 ¢/d 2018 lebih rendah dari rata-rata IPM bidang pendapatan Indonesia yaitu 10.309 ribu
rupiah/orang/tahun. Artinya penduduk yang bekerja di Propinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata
IPM - RLS dan Pendapatan yang lebih rendah dari Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan di
bidang pendidikan, dan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Propinsi Jawa
Tengah.
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2. Pembahasan
Penelitian tentang Human Capital : Pendidikan, dan K esehatan
Pentingnya pendidikan pada tenaga kerja telah diteliti oleh beberapa pendliti, yaitu : Schultz (1960),
Becker (1964), Becker dan Chiswick (1966), Barro (1991), Mankiw, Romer et al., (1992),
Benhabib dan Spiegel (1994), Acemoglu dan Autor (2010) sedangkan hasil penelitian Lucas (1988)
mengemukakan tentang eksternalitas modal manusia.

Kgjian tentang human capital pertama kali dipelopori oleh Schultz (1960), dan Becker
(1962, 1964). Mereka menjelaskan peranan human capital berdasarkan akumulasi modal fisik.
Mereka menjelaskan secara sistimatik dari akumulasi modal fisik menjadi human capital. Schultz
(1960) mengidentifikan human capitalsecara sempit, yaitu dengan investasi pada pendidikan; dan
mengajukan dalil atau proposisi tentang pentingnya peningkatan pendapatan nasional. Peningkatan
pendapatan nasional membawa konsekuensi pada adanya penambahan stok dari bentuk kapital,
terutama human capital. Schultz (1960) memberikan argumen bahwa investasi pada pendidikan
akan meningkatkan pendapatan per kapita Amerika. Pemikiran serupa dikemukakan oleh Becker
(1964).

Becker (1964) memperluas konsep human capitaldengan proksi sekolah formal.
Becker (1964) menambahkan sumber akumulasi human capital seperti pelatihan kerja (on-the job-
training, pertemuan formal yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya meningkatkan
produktivitas pekerja, investas untuk memperbaiki kesehatan emosional, dan investas kesehatan
fiskk. Pemikiran Becker (1964) berangkat dari analisis investas individu melalui pelatihan
(training), dan tingkat pengembalian investasi. Selanjutnya Becker dan Chiswick (1966)
mengemukakan argumen tentang adanya perbedaan investas human capital yang menentukan
tingkat pengembalian pendapatan. “Institutional factors” (termasuk perbedaan pendapatan,
perbedaan kemampuan dan perbedaan kesempatan, subsidi pendidikan) pada gilirannya akan
menentukan human capital. Analisis Becker dan Chiswick (1966) menunjukkan bahwa investasi
pada pendidikan formal berhasil menjelaskan perbedaan rata-rata upah antara pekerja kulit putih
diantara Amerika Selatan, dan non-Amerika Selatan. Tingkat pengembalian pendidikan dibagi
menjadi tiga tingkatan yaitu : angka tahun sekolah rendah, angka tahun sekolah menengah, dan
angka tahun sekolah tinggi. Hasil penditiannya Becker dan Chiswick (1966) menunjukkan angka
tahun sekolah di Amerika Selatan tinggi.

Penelitian lainnya tentang human capital adalah Barro (1991). Barro (1991)
mengidentifikasikan pendidikan formal yaitu dengan menggunakan pengukuran tingkat pendaftaran
sekolah. Hal itu dibenarkan oleh Mankiw, Romer et al., (1992), yang secara teoritis menjelaskan
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peranan human capitaldalam proses pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan Mankiw, Romer
et al., (1992) menunjukkan penyertaan modal manusia dalam fungsi produksi aggregat. Mankiw,
Romer et al.,(1992) mengembangkan model pertumbuhan Solow (1956) yang menekankan
akumulasi modal fisik. Model empiris Mankiw, Romer et al.,(1992) menjelaskan perbedaan tingkat
tabungan, pendidikan, dan pertumbuhan penduduk. Kemudian menderivasi transisi kondisi mapan,
sertamengestimasi kecepatan konvergen untuk kondis mapan.

Selanjutnya, Benhabib dan Spiegel (1994) menggunakan pendekatan traditional
growth accounting untuk mengevaluasi kontribusi human capital pada pertumbuhan agregat.
Kebaruan pendekatan model pertumbuhan Benhabib dan Spiegel (1994) adalah modal fisik dan
human capital memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melaui total factor
productivity. Hasilnya menunjukkan kontribusi human capital via total factor productivity akan
menimbulkan adanya pemimpin teknologi di dunia (the world leader in technology) atau the catch-
up effectyang kemudian pada akhinya akan menimbulkan dampak pertumbuhan endogen.

Lucas (1988) mencetuskan gagasan human capital externalities. Akumulasi teknologi
pada pendidikan formal atau lainnya akan membawa dampak pada tingkat produktivitas, baik
secara pribadi, rekan, atau lainnya. Model Lucas (1988) menunjukkan human capital mempunyai
efek produktivitas internal, dan efek produktivitas eksternal. Peningkatan human capital pada
individu tidak hanya berasal dari produktivitas dirinya sendiri tetapi merupakan bagian dari
produktivitas pekerja lain pada level keahlian tertentu. Penelitian Lucas (1988) diperkuat oleh
Acemoglu dan Autor (2010) yang mendefinisikan human capital sebagai suatu ha yang
berhubungan dengan bekal pengetahuan atau karasteristik pekerja yang dimiliki (baik bawaan atau

diperoleh) yang memberikan kontribusi “ produktivitas”. Adanya efek eksternalitas dikarenakan
adanya pertumbuhan akan menjadi lebih tinggi pada daerah yang menginvestasikan lebih besar
untuk akumulasi human capital (Mathur, 1999).

Acemoglu dan Autor (2010) mendefinisikan human capital sebagai suatu hal yang
berhubungan dengan bekal pengetahuan atau karasteristik pekerja yang dimiliki (baik bawaan atau
diperoleh) oleh pekerja. Pengetahuan atau karasteristik pekerja memberikan kontribusi terhadap
“produktivitas”. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mathur (1999). Penelitian Mathur (1999)
melihat adanya dampak eksternaitas dari pertumbuhan yang tinggi. Dampak eksternalitas terjadi
pada suatu daerah yang menginvestasikan modal pada akumulasi human capital. Dengan demikian,

investasi yang besar pada akumulasi human capital akan mengingkatkan pertumbuhan ekonomi.
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Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Migrasi Tenaga Kerja melalui Pengeluaran di bidang
Pendidikan, dan K esehatan

Kesepakatan kerjasama antar negara lain dadam hal migrasi tenaga kerja ASEAN
membuka peluang dan kesempatan tenaga kerja bermigrasi dari satu daerah ke daerah lainnya,
bahkan memberi peluang tenaga kerja untuk bermigrasi ke luar negara lain. Salah satu kebijakn
yang dapat mempertahankan tenaga kerja untuk tetap bertahan dan bekerja di daerah asal adalah
adanya kebijakan fiskal pemerintah melaui belanja pemerintah melalui bidang pendidikan

Instrumen kebijakan fiskal dapat berupa pemungutan pajak, pengeluaran pemerintah, dan
pembayaran transfer. Kebijakan fiskal digunakan untuk memacu pembentukan modal, baik modal
fisik maupun modal manusia. Kebijakan fiskal yang dimaksud ditujukan agar dapat meningkatkan
kesempatan kerja, dan mengurangi pengangguran.

Gambar 1 menunjukkan kebijakan fiskal dalam bentuk peningkatan pengeluaran
pemerintah menyebabkan kurva permintan agregat akan bergeser dari AD, ke AD,, dan output
bertambah dari ¥; ke ¥;. Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan
akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja yang meningkat akan
meningkatkan akan menambah ouput, dan akan menggeser kurva penawaran agregat dari A5, ke
A5 .. Tingkat upah riil samadengan marginal product of labor (MPL = w), sehingga dengan adanya
peningkatan produktivitas akan meningkatkan output dengan asums harga tetap, sehingga
keseimbangan akhir akan berada pada titik¥, — F;.

Peningkatan investasi tenaga kerja dalam pendidikan, dan kesehatan akan menyebabkan
ouput meningkat dari dua sis, yaitu sis permintaan agregat dan penawaran agregatsecara
bersamaan.Peningkatan investasi tenaga kerja dalam pendidikan, dan kesehatan menyebabkan
output meningkat dari Y, ke Y5, hargatetap pada P (Branson dan Litvack, 1981).
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Gambar 1
Dampak Investasi Pendidikan, dan K esehatan Tenaga Kerja pada Pasar Barang

A AS,

AS,

Sumber : Branson dan Litvack (1981).

Peningkatan investass tenaga kerja dadam pendidikan, dan kesehatan akan
menyebabkanouput, dan kesempatan kerja meningkat sehingga diharapkan pengangguran
berkurang, ketimpangan pendapatan berkurang, dan kemiskinan berkurang serta migrasi tenaga
kerja berkurang. Kebijakan peningkatan pengeluaran pendidikan dengan persentase yang sama
dengan pengeluaran kesehatan, memberi dampak yang lebih besar ddam meningkatkan kinerja
perekonomian dan kesgahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena nilai dasar pengeluaran
pendidikan lebih besar dibanding nilai dasar pengel uaran kesehatan.

Berbeda halnya bila peningkatan dilakukan dengan jumlah nominal yang sama, kebijakan
peningkatan pengeluaran kesehatan memberi hasil yang lebih besar dibanding peningkatan
pengeluaran pendidikan. Sehingga dapat dissmpulkan bahwa kebijakan peningkatan pengeluaran
kesehatan ternyata lebih efektif dalam meningkatan kinerja perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat dibanding kebijakan peningkatan pengeluaran pendidikan. Dari hasil ini dapat diartikan
bahwa sistem pendidikan di Jawa Tengah masih belum optimal dalam memberi kontribusi bagi
pembangunan daerah.

Peningkatan pengeluaran kesehatan dengan jumlah nominal yang sama dengan
pengeluaran infrastruktur memberi dampak yang lebih besar dalam meningkatkan human capital,
produktivitas tenaga kerja semua sektor, penyerapan tenaga kerja jasa, output sektor jasa,
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disposable income, konsumsi rumahtangga, pengeluaran per kapita serta pengurangan kemiskinan.
Sedangkan kebijakan peningkatan pengeluaran infrastruktur memberi dampak yang lebih besar
dalam meningkatkan physical capital, penyerapan tenaga kerja pertanian, penyerapan tenaga kerja
industri, output pertanian, output industri, PDRB per kapita, penerimaan pemerintah, pengeluaran
pemerintah, investasi, serta pengurangan pengangguran dan ketimpangan pendapatan(Sulistyowati,
2011).

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Todaro (2003) bahwa modal kesehatan yang baik
dapat meningkatan pengembalian atas pendidikan, karena: (1) kesehatan adalah faktor penting bagi
kehadiran di sekolah, (2) anak-anak yang sehat lebih berprestasi di sekolah, dan dapat belgjar secara
lebih efisien, (3) angka kematian anak usia sekolah akan meningkatkan biaya pendidikan per tenaga
kerja, sementara harapanhidup yang lebih lama akan meningkatkan pengembalian atas investas
pendidikan, dan (4) individu yang sehat akan mampu menggunakan pendidikan secara produktif
dalam kehidupannya. Jadi kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktifitas,
sementara keberhasilan pendidikan bertumpu pada kesehatan yang baik.

Hasil penelitian Sipayung (2000) diperoleh hasil bahwa penyerapan tenaga kerjajasa yang
meningkat cukup efektif dalam meningkatkan PDRB jasa. Setiap peningkatan penyerapan tenaga
kerja jasa sebesar 10 persen akan meningkatkan PDRB jasa sebesar 11,92 persen. PDRB pada
semua sektor, masih banyak didorong oleh adanya peningkatan jumlah tenaga kerja dibanding
dengan produktivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi yang digunakan di Jawa Tengah
masih bersifat padat karya.

Kebijakan Mobilitas Tenaga Kerja

Propinsi Jawa Tengah dalam menghadapi intergrasi ekonomi regional ASEAN sebaiknya
mempersiapkan 2 kebijakan yaitu : pertama, kebijakan industri dan sektoral. Kebijakan ini
berfungss untuk memfasilitasipergeseran ke arahsektorproduktivitas yang lebih tinggi,
dandiversifikasikerjadi bidang manufaktur. Kebijakan untuk sektor ini membutuhkan kebijakan
industridan sektoral yang dirancang dengan baikyangterkoordinasidandikembangkanbersama-
samadenganpekerjaan dankebijakanketerampilan.

Kedua, kebijakan bidang pendidikan dan pelatihan. Pergeseran nilai tambah industri yang
tinggi yang terjadi dari akibat adanya persaingan ekonomi, diperlukan keunggulan akademik dalam
ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika. Pekerja perlu dilengkapi dengan keterampilan
untuk pekerjaan saat ini dan pada masa yang akan datang, sehingga memiliki kapasitas untuk
beradaptas dengan persyaratan yang cepat berubah.
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Ketiga, kebijakan perlindungan sosial yang efektif dan kebijakan pasar tenaga kerja
lainnya yang dapat membantu mengurangi biaya penyesuaian perubahan struktural dan mengatasi
informalitas, terutama untuk kelompok yang rentan pada ancaman masuknya tenaga kerja asing.

Keempat, kebijakan untuk usaha kecil menengah dengan cara membuka potens
perusahaan, dan daya saing perusahaan kecil dan menengah dengan cara memperkuat produktivitas
perusahaan perusahaan tersebut melaui : mangemen yang baik dalam peningkatan prosedur
administrasi praktek ketenagakerjaan, akses ke keuangan dan pengembangan fasilitas bisnis,
kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar, dan integrasi ke dalam ekonomi formal.

Kelima, kebijakan investas infrastruktur. Infrastruktur yang lebih baik akan membantu
mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah dan secara bersamaan mengurangi
kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ini akan mempersempit kesenjangan pembangunan antara
kabupaten/kota di Propins Jawa Tengah. Harapannya dengan berlakunya lima kebijakan tersebut,
maka pertumbuhan ekonomi bisa kondusif, dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di
Propinsi Jawa Tengah dapat diperkecil sehingga migrasi tenaga kerja antar kabupaten/kota di
Propinsi Jawa Tengah dapat diperkecil.

Kelimakebijakan sesuai dengan hasil penelitian Andriani (2000) yaitu peningkatan migras
desa ke kota secara besar-besaran mengarah pada terjadinya kelangkaan angkatan kerja di wilayah
pedesaan, dan melimpahnya angkatan kerja di perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
upah riil diluar Jawa lebih tinggi daripada di Jawa. Oleh karena upah menjadi salah satu alasan
mengapa orang bermigrasi dari Jawa ke luar pulau Jawa.

K ebijakan Upah Minimum Regional

Kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) yang berbeda-beda di antara kabupaten/kota di

Propinsi Jawa Tengah menjadi faktor penarik tenaga kerja melakukan migrasi dari kabupaten/kota
yang UMR rendah ke kabupaten/kota UMRnyatinggi.
Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Safrida (1999) bahwa pengaruh peningkatan upah
minimum terhadap permintaan tenaga kerja sektor pertanian dan industri cukup besar dan
berpengaruh nyata, sedang permintaan tenaga kerja di sektor industri pengaruhnya kecil, dan tidak
nyata. Pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan upah minimum pada sektor pertanian dan
jasa, karena dengan adanya peningkatan upah minimum sektor pertanian, dan jasa akan
meningkatkan pengangguran.

Berbeda dengan hasil penelitian dari Andriani (2000) bahwa peningkatan angkatan kerja
dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk usia produkstif, dan jumlah angkatan kerja di ilayah
perkotaan dan pedesaan. Upah bukan jadi faktor pendorong tenaga kerja bermigrasi, namun lebih
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dikarenakan karena kurangnya kesempatan kerja di daerah asal. Peningkatan kesempatan kerja
sektoral dipengaruhi oleh pendapatan sektoral yang tinggi, program padat karya di daerah
perkotaan, dan pembangunan prasarana desatertinggal di pedesaan.
K ebijakan pembangunan infrastruktur

Kebijakan pembangunan infrastruktur akan memperkecil tingkat disparitas pendapatan
antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Kebijakan dari Bapak Joko Widodo dalam
membangun infrastruktur yang telah dilakukan dalam masa pemerintahannya akan menjadi faktor
mengapa alasan tenaga kerja melakukan migrasi. Hal ini sgjalan dengan hasil penelitian dari
Tambunan (2006) dengan analisis bahwa dalam jangka panjang pembangunan infrastruktur di
Indonesia harus berdasarkan kebutuhan infrastruktur yang telah disiapkan ditingkat regiona dengan
perencanaan yang top-down, yang komprehensif dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan

infrastruktur network yang bernilai ekonomis tinggi.

3. SSMPULAN
K ebijakan spillover tenaga kerja Propinsi Jawa Tengah antaralain :
1. Kebijakan migrasi internal maka perlu dilakukan peningkatan upah minimum regional,
peningkatan infrastruktur, dan penurunan suku bunga;
2. Kebijakan migrasi internasional adalah perlu melakukan kajian depresiasi nilai tukar
rupiah;
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